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Menimbang

Mengingat

SALIN AN

BUP@
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 62 TAHUN 2OOB

TENTANG

PENJ,ABARAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR PENANAMAN MODAL

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 'l-ahun 2008 tentang organisasi

Jart Tata Kerja Kantor Penanaman Modal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahr.rn 2008 Nomor 36, -fambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 70) perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor

t:ehbnaman Modal;

l.Undang-UndangNomorl2Tahunlg50tentangPembentukan
" Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.Undang.UndangNomorBTahunlgT4tentangPokok.pokok
Kepegawaian(LembaranNegaraRepubliklnclonesiaTahunlgg9
Nomorl6g,Tambahan[.embaranNegararRepublikIndonesia

.Nomor3890)sebagaimanadiubahclenganUndang-UndangNomor

43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor adgo) ;

3. Undang_Undang Nomor 28 Tahun ',lggg tentang Penyelenggara

iNegara yeng qqJnih dan Bebas dari Korupsi' Kolusi dan Nepotisme

(LembaranNegaraRepubliklrtdonesiaTalrunlgggNonrorT5,
Tambahan Lembaran,Negara Republik lncJonesia Nomor 3851) ;

4.Undang-UndangNomorl0Talrun2oO4tentangPembentukan
peraturan perundang-undangan (Lembararr Negara Republik

lndonesiaTahun2oo4.Nomor53,TambalranLembaranNegarl
RePublik lndonesia hlomor a389);



.,,\,

5. Undang-Undang lrlonror 32 Tahulr TOO,i terrtarng Pemerintahatr

Daerah (Lembaran Negarra Republik lrrclot'tesi;.t 
'l-zthttn 2004 ['Jonror

125, Tanrbahan Lenrbararn lrk:gara i{elrLri:lil< Inclortesia Nonror

4437) sebagaimalna beberapa l<ali riiui:.,;.rl-r terrarkhir dettgatt Urtdattgt-

Undang Nomor 12 l-alrurr 2OOB (l-t:ntlratirtt l.Jr:gilra tleprrblil<

lndonesia Talrun 2OOB Notnor 59, 'l-alt'tlri,tttatr L.embaran Negara

Republik lndonesier Nomor 49'l'l) ,

6. Unclang-Undang Nomot 33 Tahun ')00'l Lt,'ntatrg Perirnbangan

Keuangan antaia: Penrerintalt Pus;at cl;rtt []'r,,'trreritltal'lan Daeralr

(liembararr. Negara Rellublik lnclottc-:r;ii.r iLrirurr ?-004 Nomor '12-t'',

. Tambahan Lembaran lrlegara Rr:prrLrlil,. It'ttlt.,rtt:sia l'lomor 443U) ;

7.. Peraturan Pemerirrtah irlonror 7g 'lulrrrl '.1(),)1, [(:)lltilng Petnbinaart

dan Peng;awasarn Perryelenggarriliirt [)ertt.':ritlti.than Daeralt

(Lenrbararr Negara Repr.rblil< lr.rc.loner;r;t [-alttrtt 20OS Nornor '16t],

Tambahan Lembaran I'logara Rellttl:iil,. ,rr(.iottr:i:;;i:r I'lotlor 4593);
_\

, B. )Peraturan Penrerirrtalr Norrror 3B 
-lahtrn 20r.)i ti:rrtang.-Pembagiatt

Urusan Petlerirrti-rltan i,rrrtara Pet'rtc:tirr[;.it, I i,lrtteritttahan Daet'ait

Propinsi, clalt Pe:rnerirrir'rlt;rn Datct'i,li , ,(' 'il)L:l-) ri,:tl/l(ota (Lembaratn

Negara Reprrblii< ltrclotresia l-i.tl rttt t 'tl'r r ',1 r; r'rol' 82, Tambahan

Lembaran l''legara Reiltri:iik ltlriotlrl'jir' ,'l ir' | 'i37) ,

Peratutran Pernerintah l',lorrlot' rl'l 'l';ll 
rr ti r

. rr r ...t(I.ii...

Perangltat Di'reralr (l-ttrtiliir'i:irr l'!t:1i; tr

2007 Nonror 89 I'atttbitllattt [..etrll)r.tl'i ,r ' ;'

Nomor 474'l)',
tr

Keputusan [:'resi,:lett lrlotrtot Br'l'i'rlrti,
I

Jabatan Fltttgsiclrtal Pegawai lrlellt:rI [ji' rii

Peratttri:tt Il4rltttgri Diil;;:ttl i'l':11(;;i i',1('i, :'

Jenis clerrr 'SentLtl< l)rc.:tlttll i lttl<ltrtr l);-rr:r:,i,

;1rr1;7' tenterng Organisersi

,; I :lili lndonesia Tahttil

.ri;, i, Fk:pLrblik lncjonesia

t!::)11.) tentang Rurlpurt

: i 'l rrltt.ttt 2006 tentattg

Peraturan Mentelri Dalartr Nleglclri irlrl)rr1',' iti'i'arl'rLrn 2006 tentang

Prosedur Penyusttnan Produl< Flttl<t-ti'ri ;-)i . :;r ill'r,

Peraluran Menteri Dalattl Negeri lrlclirt,-'l' llz -[ahun 2006 tentang

Lembaran Daerah datr Berita Daeralt;

10.

11

12

4,)lJ.

14.

15.

Peratt.lran Menteri Dill;'ttt't

Petunjul< T'eil<n is [:'r,'ni:ltl.t, i r 1

I'legnri l'Jr:, it

0ti1;:lnir;;.i:r

,r ii7 '[ahun 2007 tentangl

:ri j,.:ii Daerarh;

, i i-rhr-rn 2008 tent;:ttg;

iiri ([-c:nrbaratl Daet'i:rlt

r' i r rrnlli'llran [-enrbat :trt

Peraturan Daerah l(airtil:'atirlr i(trrliti : '

UfUSan Pemerit'rtialrertl l(.lri.rtt1l;,rlt;'ir i'.,

Kabupaten l(ediri -[-illtt.trt 21.)(:)1.] i'lr.trr' r'r'

Daerah Kabttpal.en [(c+r]iri i'itirrrot i'),
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 l-ahrrn 2008 tentang
organisasi dan Tata l(erja Kantor penananran Modal ( Lembaran

Daerah Kabupaten Kecliri rahLrn 2008 Nornor 36, Tamb;rhan

Lembararr Daeralt l(abupatorr KecJrrr Norrror /0),

MEMUTUSKAN :

]i PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEN.JABARAN TUGAS
DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL.

. Pasal 'l '-'

Dengan Peraturan ini menetapkan penjabararr tugas dan fungsi Kantor
Penanaman Modal.

Pasal 2

(1) Kepala Kantor Penanarnan Modal mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang penanaman modal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairrrana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Kantor Penanaman Moclal menyelenggarakan fungsi:

a. petumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;

b. pemberian dukunga'r atas penyelenggaraan pemerintahan

" daerah dibidang penanaman modal;

ic. pembinaan dan pelaksanaan tugas clibidang penanaman

I modal;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

- dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha men'tpLrnyai tugas melakukan
penyusunan rencana program dan pelaporan, mengelola
administrasi kepegawaian, keuangan, l<etatausahaan, sarana
dan prasarana,

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dinraksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Tafb Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan prograrr cJan pelaporan ;

, b, penyiapan 
, P,AIian pengelolaan adrninistrasi kepegawaian

dan keuan.qan ;
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c. penyiapan bahan pengelolaan LlrLlsan rttmillr tangga, sttrat

menyurat, kearsipan, hubungan tnasyarakat, dol<umentasi

dan perPustakaan;

d. penyiapan bahan peleksanaan analisa jabatan dan llebattt

kerja;

e. penyiapan bdhan pengoorclinasiatr l<egiatarr seksi;

f.pelaksanaanpengadaan,pendistribusian,
pengadministrasian dan pemeliharaan sarana prasarana ;

g.penyiapartbahanpengoordinasianpenyusLlnanperaturan
perundang-unclangan bidang penanaman modal ;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program'

kepegawaian, keuangan, Llmum, humas dan perlengkapan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

I

Pasal 4

(1) Kepala seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai

tugas melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan

kegiatan perencanaaan dan pengembangan penanaman modal

di daerah.

(2) Dalam melakukan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1),

Kepala seksi Perencanaan dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan

Penanaman modal ;

b.pelaksanaanperencanaandanpeng;embanganpenanaman

" modal ;

' c- penyiapan ' Uahan pengoordinasian dengan Pemerintah

Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun

pihak swasta dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan

pengembangan penanaman modal di daerah ;

' d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan

perencanaan dan pengembangan penanaman modal di

daerah;

e. peryiapan bahan perumusan clan penetapan pedoman

pelal<sanaan penanaman modal di daerah;

f.penyiapanbahanpenyiapanusulanbidang-bidangusaha
yang perlu dipertimbangkan tertutup ;

g.penyiapanbahan"penyiapanusulanbidang.bidangusafta
yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan ;

h. penyiapan bahan usulan bidang-bidang usaha yang perlu

dipertimbangkanmendapatprioritastinggididaerah.,
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i. penyiapan bahan penyiapan usulan bidang-bidang usaha

yang tertutup mutlak untuk kegiatan Lrsaha di daerah;

penyiapan bahan penyusunan peta investasi daerah;

penyiapan bahan pengidentifikasia n potensi sumber daya

daerah;

l. penyiapan bahan penyusunan profil proyek potensi daerah;

m. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan

pengembangan penanaman modal di daerah ;

n. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan penyusunan

pedoman tatacara pembangunan dan pengembangan sistem

informasi penanaman modal di daerah;

o. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem

informasi penanaman modal di daerah yang terlntegrasi

dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah

Propinsi rnaupun Pemerintah Pusat ;

p. penyiapan bahan penyelenggaraan kewenangan lain di

bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal

yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

iq. penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaaan'

pengembangan, monitoring, evaltrasi dan pelaporan

penanaman modal ;

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

sesuai dengan peraturan peru nda ng-u ndangan.

Pasal 5

(1)" Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas

melarukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan

kegiaian promosi dan kerjasama daerah di bidang penanaman

modal .

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

. 
,Kepala 

Seksi 1t3m,:.i 
dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan

kerjasama;

b. pelaksanaan Promosi

perumusan kebijakan Promosi dan

dan kerjasama;

).

v

(;-

c. penyiapan bahan pengoordinasian dengan Pemerintah

Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun

pihak swasta dalam rangka pelaksanaan promosi dan

kerjasama di bidang penanaman modal ;

d. penyiapan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal

daerah baik di dalam negeri maupun Iuar negeri ;

e. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan penyusunan

materi Promosi investasi ;

i
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t.

h.

(t

penyiapan bahan penyelenggaraan seminar, simposium,
tenru usaha, lokakarya dan kegiatan lain sejenis yang

berkaitan dengan promosi investasi.;

pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi promosi

investasi daerah;

penyiapan bahan materi dan fasilitasi kerjasama daerah di

bidang penanaman modal ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan sosialtsasi atas peljaniian

kerjasama dengan pihak ketiga kepada aparatur dan dunia

usaha;

penyiapan bahan pemfasilitasian pelaksanaan kerjasama
antara pemerintah maupun non pemerintah baik dalam

negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh dunia r.rsaha

di daerah ;

penyiapan bahan pengiriman misi perekonomian daerah ke

daerah lain dan keluar negeri ;

penyiapan bahan penerimaan mlsi perekonomian dari daerah

lain dan dari luar negeri ;

pengelolaan bantuan barang atau jasa dari pihak ketiga

unsur pemerintah maupun swasta baik dari daiam maupun
luar negeri ;

penyiapan bahan penyelenggaraan l<ewenangan Iain di

bidang promosi dan kerja sama daerah yang belum

ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-Undangan Yang berlaku;

penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

,pelaporan promosi dan kerjasama penanaman modal;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(11 Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 6

dan Pembinaan mempunyai tugas
pembinaan di bidang Penanamanmelakukan pelayanan dan

modal.

(2) Dalam melakukan tugas sebagairnana dlmaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan me nyblenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan
penanaman modal;.

perumusan kebijakan . PelaYanan

b. pelaksanaan perencanaan pelayanan dan pembinaan;

c. penyiapan bahan pengoordinasian dengan pemerintah

daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat maupun pihak

swasta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan

il dan pembinaan penanaman modal di daerah;

g.

n.

o

p.
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d. penyiapan bahan pernberian rekomendasi dan perizinan yang
berkaitan dengan kegiatan penanaman nrodal di daerah;

e. penyiapan bahan pemberian insentif klrusus bagi pelaku
usaha;

f. penyiapan bahan usulan persetLrjLran fasilitas Iiskal nasional
bagi penanam modal di daerah ;

g. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan penyusunan
kebijakan, teknis pengendalian pelaksanaan penanaman
modal di daerah ;

h. penyiapan bahan pembinaan terhadap petaksanaan
penanaman modal di daerah ;

i, penyiapan balran pengawasan pelayanan dan pembinaan
penanaman modal;

j. penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap perusahaan
yang melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan
perizinan yang telah diterbitkan berkaitan dengan pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi ker,venangan daerah;

k. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan
penanaman modal di daerah ;

l. penyiapan bahan penyelenggaraan pelatilran, kursus, diklat
dan kegiatan lain sejenis yang bertujuan untuk rnemberikan
nilai tambah bagi kegiatan penanaman modal di daerah;

m. peilyiapan bahan penyelenggaraan kewenangan lain di bidang
pelayanan dan pembiriaan pelaksanaan penanaman modal di
daerah yang belum ditetapkan sepanjang tidak be(entangan
dengan peraturan perundang-undangan;

, n. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
,i " pelaporan pelayanaan dan pembinaan penanaman modal ;

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
Penanaman Modal sesuai dengan peratLlran perundang-

. undangan.

Pasal 7

Kelompok, Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal sesuai
kebutuhan dan keahliannya serta tugas{ugas Iain yang diberikan oleh
Kepala Kantor Penanaman Modal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

+
.l

t



Pasal B

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundarrrg;lcan.

Aga'r setiap orang mengetarhuirlyar, tttr:tttc-ritttarlll<i'ttt pettgttndangatl

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dae;'ah Kabupaten

Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 30 - 12 - 2008

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinYa

a.n. SEKITETARIS DAERAI I

A}.I FIUKUM

I l!| lEi,,
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SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL

L

SEKSI
PELAYANAT\ DAIY PEMBINAAI\


